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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga serta Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2)

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5767);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
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3. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA

REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

2. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang

telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran

2016 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Tahun Anggaran 2016.

3. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut

Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

4. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi

lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk

melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

atau peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang

selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran

yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran

Kementerian/Lembaga (BA K/L).

6. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara

yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi

di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan
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oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas

pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya

disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran

yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran.

8. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan

untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau

pembiayaan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran

2016.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang

selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana

keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun

menurut BA K/L.

10. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara

yang selanjutnya disebut RKA BUN adalah dokumen

perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian

kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja

maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan

kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan

dana desa tahunan yang disusun oleh Kuasa Pengguna

Anggaran BUN.

11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah

bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/

Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa

program/kegiatan dan membebani dana APBN.

12. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat

DHP RKA-K/L adalah alokasi anggaran yang ditetapkan

menurut unit organisasi dan program yang dirinci

ke dalam Satker-Satker berdasarkan hasil penelaahan

RKA-K/L.

13. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut

DHP RDP BUN adalah dokumen hasil penelaahan RDP

BUN yang memuat alokasi anggaran menurut program

dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau
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pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal

Anggaran.

14. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan

visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya

mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit

Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk

mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang

terukur.

15. Hasil (Outcome) adalah prestasi kerja yang berupa segala

sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

(output) dari kegiatan dalam satu Program.

16. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang

rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satuan

Kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga

yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran

(output) dengan indikator kinerja yang terukur.

17. Keluaran (Output) adalah prestasi kerja berupa barang

atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan

tujuan Program serta kebijakan.

18. Rumusan Kinerja adalah rumusan yang ditetapkan

sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan

termasuk sasaran kinerja yang akan dicapai serta

indikator sebagai alat ukur pencapaian kinerja meliputi

rumusan Program, Hasil (Outcome), Kegiatan, Keluaran

(Output), indikator kinerja utama, dan indikator kinerja

Kegiatan.

19. Kegiatan Prioritas Nasional adalah Kegiatan yang

ditetapkan di dalam Buku I Rencana Kerja Pemerintah

yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga

yang bersangkutan.

20. Kebijakan Prioritas Pemerintah yang Telah Ditetapkan

adalah Program/Kegiatan/Keluaran (Output) yang

ditetapkan oleh Pemerintah setelah Rencana Kerja

Pemerintah ditetapkan dan/atau ditetapkan pada tahun

anggaran berjalan.

www.peraturan.go.id



2016, No.149
-5-

21. Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga adalah

Kegiatan-Kegiatan selain Kegiatan Prioritas Nasional

dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah

Ditetapkan.

22. Biaya Operasional adalah anggaran yang dibutuhkan

untuk penyelenggaraan sebuah Satker dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan

dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk

penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran

kementerian/lembaga.

23. Komponen Input yang selanjutnya disebut Komponen

adalah bagian atau tahapan Kegiatan yang dilaksanakan

untuk menghasilkan sebuah Keluaran (Output).

24. Sisa Anggaran Kontraktual adalah hasil lebih atau sisa

dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau

penandatanganan kontrak dari suatu pekerjaan yang

target sasarannya telah dicapai.

25. Sisa Anggaran Swakelola adalah hasil lebih atau sisa

dana yang berasal dari pekerjaan swakelola yang tidak

mengurangi volume Keluaran (Output) yang

direncanakan.

26. Penerusan Pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau

pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah

Pusat yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah

dan/atau badan usaha milik negara yang harus dibayar

kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

27. Perubahan Anggaran Belanja yang Bersumber dari

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selanjutnya

disebut Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber

Dari PNBP adalah perubahan pagu PNBP dari target yang

direncanakan dalam APBN.

28. Lanjutan Pinjaman Proyek/Hibah Luar Negeri (PHLN)

atau Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN) adalah

penggunaan kembali sisa alokasi anggaran yang

bersumber dari PHLN/PHDN yang tidak terserap,

termasuk lanjutan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan

penerusan hibah dan Penerusan Pinjaman.

www.peraturan.go.id


